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Abstrak
 

Akhir-akhir ini sering terjadi permasalahan berupa penolakan pendaftaran peralihan hak yang obyeknya

adalah sebagian hak atas tanah yang menjadi kepemilikan bersama. Hal tersebut disebabkan oleh adanya

perbedaan persepsi dalam hal aturan hukum yang mengatur peralihan sebagian hak atas tanah yang menjadi

kepemilikan bersama dengan peralihan sebagian bidang tanah antara Kantor Pertanahan dan Pejabat

Pembuat Akta Tanah maupun antar Kantor Pertanahan itu sendiri. Tesis ini membahas mengenai peraturan

perundang-undangan yang menjadi dasar hukum peralihan sebagian hak atas tanah yang menjadi

kepemilikan bersama yang bertujuan untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum atas peralihan

hak semacam itu. Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif dengan

menghasilkan bentuk penelitian yang bersifat preskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sesungguhnya terdapat dua aturan hukum yang berbeda yang

mengatur mengenai peralihan sebagian hak atas tanah yang menjadi kepemilikan bersama dan peralihan

sebagian bidang tanah. Pasal 105 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah mengatur mengenai peralihan sebagian hak atas tanah yang menjadi kepemilikan

bersama, sedangkan Pasal 54 ayat 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat

Pembuat Akta Tanah mengatur mengenai peralihan sebagian bidang tanah.

......

Recently, there have been several due to objections concerning with the registration of the diversion of

partial rights of land becoming joint ownership. It is caused by the differences of perception in terms of legal

rules that regulates the diversion of partial right of land becoming joint ownership the diversion of partial

lands between the Land Office and Pejabat Pembuat Akta Tanah also among the Land Offices themselves.

This thesis discusses the legislation that became the legal basis of the diversion of partial rights of land

becoming joint ownership, which aims to create legal certainty and protection of such diversion. This

research uses normative legal research methods to produce a form of prescriptive analytical research.

Based on the survey results revealed that in fact there are two different legal rules that regulates the

diversion of partial rights of land becoming joint ownership and the diversion of partial lands. Article 105

paragraph 3 Regulation of the State Minister of Agrarian Head of National Land Agency Number 3 of 1997

on implementation of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration regulates the diversion

of partial right becoming joint ownership, while Article 54 paragraph 4 of Regulation head of National land
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Agency Number 1 Year 2006 on the implementation of Government Regulation No. 37 of 1998 on the

Rules of land Title Deed official regulates the diversion of partial lands.


